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NOMOR 05 TAHUN 2OII

TIINTANG

PEMBENTUKAN DITSA MULAT DAN DESA BUKAL DI WILAYAH
KECAMATAN BUKAL KABUPA'TEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAIi

Menimbang :
I

b.

Mengingat : l.

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BUOL.

bahwa sehubungan dengan perkembangan pada umumnya di Kabupaten dan
desa-desa di wilayah Kecamatan Bukal pada khususnya serta dengan adanya

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
pelayanan di Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

Kemasyarakalan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa
mendatang;

bahwa dcngiur semakin rncniltgkatnya jumlah penduduk dan memperhatikan

luas wilayah potensi ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume kerja
dibidang Pemcrintahan, Pcmbangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Desa

Winangun dan Desa Mopu, sehingga untuk memperlancar tugas_tugits\
pelayanan, perlu membentuk desa baru di Wilayah Kecamatan Bukal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl pada huruf a dan

huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk peraturan l)aerah tentang

Pember:rtukan Desa Mulat dan Desa Bukal di Wilayah Kecamatan Bukal

Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tontang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Ncgara l{epublik Indonesia Nomor 389());

Unclang-Undang Nomor 5l 'fahun 1999 tcntang l)embentukan Kabupaten

Buo[, Kabupatcn Morowali dan Kabupatcn Banggai Kcpulauan (.Lembaran

Ncgara l{cpublik lntloncsia T'ahun 1999 Nomor 179, I'arnbahan Lembaran

Ncgara ltepublik Indonesia Nomor 3900 ), scbagaimana telah diubah dengan

lJndang-undang Nonxrr ll 'fahun 2000 tontang Perubahan atas Undang-

undang Nornor 5 | 'l-ahurr I 999 tcntang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupatcn Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7g, Tambahan Lembaran Nesera
Republik lndonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43g9):

4. tJndang-Ulrdang N'mor 32 Tahun 2004 tenrang pemerintahan Daerah
(l.cmbaran Ncgara Republik Indonosia 'r'ahun 2004 Nornor 125, l ambahan
Lcrnba*m Ncga'rr Rcpubrik rntroncsia Nonror 4437) scbagaimana telah diubah
bclrcrapa kali tcrakhir dcngan lJntlang _ L.lndang Nomor 12 l.ahun 200g
lcntang Perubalan Kodua Atas [.lndang_tJndang Nomor 32 T.ahun 2004
tcntang Pernerirrl'han l)acrah (r.embaran Negara Repubrik Indonesia Tahrur
2008 Nonror .59, l'ambahan l..cmbaran Negara Republik Inclonesia

Nomor 4844);

5. Undang-(Indang Nom.r 33 'fahun 2004 tent:arg perimbangan Kcuangan antara

Pemcrintah Pusat dan pcmcrintah Daerah (l,embaran Negara Rcpublik
Indones.ia -t'ahun 2004 Nonror 126, Tambahan Lembaran Negara l{cpublik
Indonesia Nomor 4438);

6. undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentzng penataan Ruang (r-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2g, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengaagkatan

dan Pemberhentiqr Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263]r:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambaharr l-ombaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupalen Buol Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusal Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Buol Tahun 2006 Nornor 10);
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Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAI\ PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI I}UOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAI\G PEMBENTUKAI{ DESA MULAT
DAN DESA BUKAL DI WILAYAH KECAMATAN BUKAI,
KAIIUPATEN BUOL.

BAB I
lflrllI'ENTtJAN UM[,M

l)asal I
Dalam Penrluralr l)aerirh ini yang dirnlksucl clcngan :

l l)acrah atlaluh Dacnrh Klrbupatur lluol.

2. l)entcrinterh l):tcralt adalah IluPati dan l)crangkat Dacrah sebagai unsur penyclenggara

l)emcrintlhan l)acrah

3. Kepala Daerah adalah Bupati lluol.

4- Dewan Perwakilan Rakyat l)acralr yang sclanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sobagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daeratr adalah Pcnyelenggaraan Urusan Pemerintahim Daerah Otonom oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD merfurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecarnatan adalah Wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daeratr Kabupaten dalam wilayah

.Kecamatan

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihonnati dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa atau yang discbut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur pcnyelenggara Pcmerintahan [)esa.

10. Iladan Permusyawaratan Desa atau yang discbut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD

adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalzun Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan

lingkungan kerj a pelaksanaan Pemerintahan Desa.

12. Pembentukan Desa adalah tindakan membenhrk Desa baru di dalam wilayah desa.

6.

7.



:I
BAB II

PEMBENTUKAN DESA, BATAS DESA, LUAS WILAYAH
DAN JUMLAH PENDUDUK

. pasal 2

(1) Membentuk Desa Mulat di Wilayah Kecamatan Bukal yang meliputi wilayah Dusun Tanagi dan

Dusun Kali Botu.

(2) Wilayah Desa Mulat Sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari
wilayah Desa Mopu.

(3) l)engan dibcntuknya Dcsa Mulat maka wilayah Desa Mopu dikunurgi dengan wilayah Dusun
'l'arrugi tlln l)usult Kali ltotu scbagairnana dimaksud pada ayat (l) pasal i1i, yang memiliki luas

willyulr .5 KM2.

(4) Ilalu.s bttas l)esa Mul;rt secanl urnurn scbagai berikut :

a. Scbelah utara berbalasan dcrrg:rn l)csa Mopu;

b. scbelth linrur herbalnsan dengun l)csa llongo KccEunatan Bokat;

c. Scbelah sclutan berbatasan dcrrgan I)csa Moclo; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan l)csa Unone

(5) Jumlah Penduduk Desa Mulat adalah kcscluruhan Penduduk Dusun 'fanagi dan Dusun Kali

Botu yang telah dibcntuk nrcnjadi Dcsa Mulat berjumlah 613 jiwa dengan.fumlah Kepala

Keluarga 133 KK.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Mulat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

\

Pasal 3

(1) Membentuk Desa Bukal di Wilayah Kecamatan Bukal yang meliputi wilayah UPT Bukal I
(2) Wilayah Desa Bukal Sebagaimana dimarksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari

wilayah Desa Winangun

(3) Dengan dibentuknya Desa Bukal maka wilayah Desa Winangun dikurangi dengan wilayah UPT

Brrkal I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki lt'as wilayah 5 KM2.

(4) Batas - batas Desa Bukal secara umum sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Winangun;

b. Sebelah timur berbatasan dcngan Dcsa ltarrlemarannu;

c. Scbclah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; dan

d. Spbelah barat berbatasan dengan Propinsi Gorontalo

(5) Jurnlah Penduduk Desa Bukal adalah keseluruhan Penduduk UPT Bukal I yang telah dibentuk

menjadi Desa Bukal berjumlah 1.165 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 215 KK.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Bukal akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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(1) Ilatas wilavah Desa Murat dan o"r" 
"rl;':":agaimana 

diatur dalam pasar 2 ayat (4) dan

I>asal 3 ay:rl (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian ti&rk terpisahkan dengan

Penrturtn Dtcrah ini.

(2) l'encntuun llrtas dcsa di laparrgarr sebagainrana dimaksud pacla ayat (1) lrasal ini, akan

ditetrrpkln lcbih lanjut dongan ltcnrturan I]upati.

tlAt| IIt
PIiMBIAYAAN

Pasal 5

Sebagai akibat dari pcmbcntukan Dcsa Mulat dan Desa llukal maka pcmbiayaan dibcbankan pada

bantuan Anggaran Pondapahr dan llclanja l)aerah Kabupaten Buol.

BAI] IV
KETENTUAT.I PERALIHAN

Pasal 6

(1) Unruk kelancaran penyelenggaraan pcmerintahan Desa Mulat dan Desa Bukal maka Kepala

Desa Mopu dan Kepala Desa Winangun wajib memberikan bimbingan serta supervisi bagi

Kepala Desa Bukal dan Desa Mulat paling larna I (satu) tahun terhitung sejak tanggal

peresmiannya.

(2) Kepala Desa Mopu dan Desa Winangun wajib menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan

administrasi yang karena sifatrrya diperlukan oleh Pemerintah Desa Mulat dan Desa Bukal.
t

Pasal 7

Semua Peraturan Perundang-undangtn yang saat ini berlaku bagi Desa Mopu dan Desa Winangun

di Wilayah Kecamalan Bukal dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lama I (satu)

tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatul pembcntukan dan

perubahan batas desa di wilayah Kecamatan Bukal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini

akan disesuaikan paling lama I (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang bclum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'
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Pasal l0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
padatanggal 11 Januari

\ 
AMIAN I{.

Diundangktn di []uol

pada tnir[gul I ] Januari 20ll

S EK II Ii AIUS DAER  TI KAI| tJPATEN

.l

MA(]IIMUD I}ACTJI,II

LDMBARAN DAERAII KABUPATEN BUOL

TAHUN 2OI I NOMOR 05

Il'
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